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ABSTRAK  

 

 

Putu Satya Pramana Putra, 201310115278, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor 275/PID.B/2017/ 

PN.Jkt.Sel),  

. 

 

 

Dalam tindak pidana penggelapan menunjuk akan adanya 2 (dua) belah pihak 

yaitu pihak yang mempercayakan (korban) dan pihak yang dipercayakan (pelaku 

kejahatan). Pihak dipercayakan itu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya, memiliki barang yang dipercayakan itu secara melawan hukum. 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas mengenai penerapan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dalam 

Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel dan penerapan hukum dalam 

Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel telah mencerminkan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Penelitian ini, 

menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk 

mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan pada Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, seharusnya 

dengan Pasal 378 KUHP, dalam menguasai sejumlah uang dari korban itu dengan 

melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga mendapat 

kepercayaan dari korban. Penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 

275/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel tidak mencerminkan penegakan hukum oleh aparat 

penegak hukum yaitu Majelis Hakim, dikarenakan penerapan Pasal 372 KUHP 

tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. 
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ABSTRACT 

 

Putu Satya Pramana Putra, 201310115278, Application of Law Against 

Perpetrators of Criminal Actions (Case Study Case Number 275 / PID.B / 2017 / 

PN.Jkt.Sel), x, 2019. 

. 

 

 

 

In the crime of embezzlement, there will be 2 (two) parties, namely the party that 

entrusts (the victim) and the party entrusted (the perpetrator of the crime). The 

entrusted party misused the trust given to him, possessed the item entrusted with it 

in an unlawful manner. In this study, the problems discussed regarding the legal 

application of perpetrators of criminal acts of embezzlement based on Article 372 

of the Criminal Code in Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel 

and the application of law in Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 

/PN.Jkt.Sel has reflected law enforcement against criminal acts of embezzlement. 

This study, using normative legal research methods (literature) to get conclusions 

about the application of the law against perpetrators of criminal acts of 

embezzlement on Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel, should 

be Article 378 of the Criminal Code, in mastering some money from the victim by 

deception, or a series of lies so as to get the trust of the victim. The application of 

law in Case Decision Number 275 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel does not reflect law 

enforcement by law enforcers, namely the Panel of Judges, because the 

application of Article 372 of the Criminal Code is not in accordance with legal 

facts at the trial. 
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